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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kesimpulan Terkait Betting Virtual Property. 
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Dari pembahasan di atas kita dapat melihat bahwa perjudian online 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE memiliki unsur-unsur; 

1. Barangsiapa (orang perorangan ataupun badan hukum) 

2. Dengan sengaja 

3. Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat adapat diaksesnya 

4. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi muatan judi 

atau tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pada pengharapan buat 

menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan 

juga kalau pengharapan itu menjadi besar karena kepintaran dan 

kebiasaan pemain. Yang juga masuk permainan judi adalah pertaruhan 

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak 

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu.  

Jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang ada dalam betting maka dapat 

disimpulkan bahwa perbuatan betting sebenarnya masuk kedalam kategori 

perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, selain itu 

dalam pembahasan di atas juga dibuktikan, bahwa betting yang 

menggunakan virtual property sebagai objeknya juga termasuk kedalam 

perbuatan perjudian, mengingat dalam suatu virtual property terdapat 

unsur yang menunjukan bahwa virtual property merupakan suatu benda 

yang berharga dan memiliki nilai tukar, hal ini berarti kepenguasaan dari 

suatu virtual property dapat memberikan keuntungan bagi penguasanya. 

Dengan adanya unsur keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perbuatan betting menggunakan virtual property bukanlah merupakan 

perbuatan hiburan semata, sehingga perbuatan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai perjudian sebagaimana diatur dalam UU ITE Pasal 

27 ayat (2). 

5.1.2 Kesimpulan Terkait Penerapan Ketentuan dalam UU ITE terhadap 

penyelenggara perjudian di luar teritorial Indonesia 
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Mengingat dalam kasus ini penyelenggara perjudian dengan virtual 

property seperti https://dota2lounge.com/ dan https://csgoloto.com/ 

memiliki domisili fisik di luar teritorial Indonesia, maka dalam Hal ini 

berarti Indonesia harus dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam UU 

ITE tersebut secara extraterritorial jurisdiction. Terkait dengan 

pembahasan mengenai yurisdiksi dalam cybercrime, dengan 

diratifikasinya Transnational Organized Crime dalam UU nomor 5 Tahun 

2009 menandakan bahwa Indonesia telah menganut suatu prinsip baru 

terkait penetapan yurisdiksi, yakni extraterritorial jurisdiction, yang mana 

prinsip ini diterapkan dalam ketentuan Pasal 2 UU ITE. bersamaan dengan 

dikenalnya prinsip muncul pula masalah baru dalam pelaksanaanya 

penerapan prinsip extraterritorial jurisdiction di Indonesia saat ini 

khususnya Pasal 2 UU ITE, terhadap negara lain dapat dipastikan akan 

mengalami hambatan ketika berhadap-hadapan dengan yurisdiksi negara 

yang lain tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 2 UU ITE ini agar 

dapat berlaku secara internasional memerlukan pengakuan dari negara 

lain, sehingga ketika terjadi perbenturan yurisdiksi dengan negara lain, 

jalan keluarnya dapat dirundingkan dengan negara tersebut. 

Perkemenbangan-perkembangan teori-teori yang mendukung dipengaruhi 

prinsip extraterritorial jurisdiction terutama dalam cybercrime baik yang 

dikemukan oleh Darrel C. Menthe dan ahli lainya dirasa belumlah cukup 

untuk mengatasi masalah prinsip extraterritorial jurisdiction dalam 

cybercrime. Selain teori-teori tersebut pengaturan terhadap yurisdiksi 

dalam hukum internasional khusus mengenai cybercrime yang dibuat oleh 

Dewan Eropa dalam Convention on Cybercrime terutama dalam Pasal 22, 

juga belum memberikan pemecahan secara jelas apabila terjadi perebutan 

penerapan yurisdiksi antara negara-negara yang bersangkutan. Hal ini 

berarti semua perkembangan-perkembangan yang ada di bidang 

cybercrime belum dapat mengatasi masalah cybercrime yang memiliki 

sifat transnasional. Dengan kata lain Indonesia masih harus menggunakan 

cara lama untuk menangkap atau menerapkan hukumnya diluar wilayah 

https://dota2lounge.com/
https://csgoloto.com/


102 

 

teritorial Indonesia, antara lain seperti menggunakan prinsip double 

criminality. Artinya dalam hal ini jika perbuatan perjudian di domisili 

penyelanggara perjudian tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang 

melawan hukum, maka akan mustahil bagi Indonesia dengan norma 

hukum yang ada dewasa ini untuk menjatuhkan hukum pidana pada 

mereka. 

 

 

3.4  Saran 

1. Penggunaan virtual item yang teralu bebas merupakan penyebab terjadinya 

penyalah gunaan benda tersebut sehingga seringkali digunakan untuk 

perjudian atau betting hal ini terjadi karena pihak penyedia jasa permainan 

online, selaku pihak yang dapat mengatur peredaran virtual property 

tersebu terkesan angkat tangan atas pengalihan-pengalihan virtual 

property yang terjadi di antara para pemain dan melemparkan tanggung 

jawab kepada para pemain. Seharusnya dibuat persyaratan bagi para 

penyedia jasa permainan online dalam menciptakan suatu virtual property 

agar pengalihan atas virtual property miliknya dibatasi sehingga tidak 

dapat digunakan untuk perjudian atau hal-hal yang bertentangan dengan 

hukum lainya. 

2. Terkait penangan masalah di cyberspace dewasa ini sesuai dengan 

pendapat Kenny Wiston baik dalam hal pidana maupun perdata, 

menurutnya yurisdiksi universalah yang menjadi pilihan yang baik untuk 

digunakan dalam menyelesaikan persoalan yurisdiksi cyber
125

. Selain itu 

peran-peran organisasi internasional dalam penanganan masalah 

cyberspace harus dimaksimalkan, mengingat organisasi internasional 

dapat berperan sebagai penengah jika terjadi perbenturan penetapan 

yurisdiksi antar negara. Meskipun cara ini tidak dapat menjangkau seluruh 

                                                 
125

 Kenny Wiston, 2002, The Internet; Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding 

Domain Names, Bandung; Cita Aditya, Hal. 11. 
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daerah di dunia setidaknya yurisdiksi terkait cyberspace bisa diperluas 

melalui cara ini. 
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